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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan dan praktik pelaporan aset 

heritage di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder sebagai data utama berupa laporan keuangan pada tahun 2017-

2023 dan data primer sebagai data pendukung berupa wawancara dengan pihak 

yang bertanggung jawab atas aset heritage yaitu yaitu Dinas Kebudayaan, Balai 

Pelestarian Kebudayaan, museum, dan Taman Budaya Yogyakarta. Pengumpulan 

data menggunakan metode archival study secara hand collecting. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengelolaan aset heritage di Daerah Istimewa Yogyakarta 

ditunjukkan adanya birokrasi yang bertingkat, penetapan sebagai perlindungan dan 

pengawasan sebagai pengendalian aset heritage. Lebih lanjut, temuan ini 

menjelaskan adanya keberagaman dan inkonsistensi dalam penerapan pelaporan 

aset heritage.  

 

Kata Kunci: Aset Heritage, PSAP 07, Akuntabilitas, barang bersejarah, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, penilaian dan pengukuran 

 

  



xvi 

 

SAFEGUARDING HERITAGE ASSETS IN THE SPECIAL REGION OF 

YOGYAKARTA THROUGH FINANCIAL STATEMENT 

ACCOUNTABILITY: A COMPARISON OF ACCOUNTING PRACTICES 

WITH PSAP 07 STANDARDS 

 

Sylvia Lintang Hartanto 

12200551 

 

Department Accounting Faculty of Business 

Duta Wacana Christian University 

Email: sylvilint@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to explain the management and reporting practices of heritage 

assets in the Special Region of Yogyakarta. The data used in this study are 

secondary data as the main data in the form of financial statements in 2017-2023 

and primary data as supporting data in the form of interviews with parties 

responsible for heritage assets, namely the Culture Office, Culture Preservation 

Centre, museums, and Taman Budaya Yogyakarta. Data collection using archival 

study method by hand collecting. The results show that the management of heritage 

assets in the Special Region of Yogyakarta is shown by the existence of a multilevel 

bureaucracy, stipulation as protection and supervision as control of heritage 

assets. Furthermore, the findings explain the diversity and inconsistency in the 

application of heritage asset reporting. 

 

 

Keyword: Heritage Assets, PSAP 07, Accountability, historical items, Special 

Region of Yogyakarta, valuation and measurement 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinobatkan sebagai daerah yang kaya akan 

kebudayaan yang meninggalkan jejak sebagai Warisan Budaya (WB) dan tetap 

terjaga serta hidup bersama masyarakat (Afrianto, 2020). Menurut pengakuan Bp. 

Rully selaku perwakilan Dinas Kebudayaan DIY (Disbud DIY) pada rapat kerja 

Pansus BA 18 tahun 2023 bahwa DIY memiliki 910 Cagar Budaya (CB) yang 

tersebar di Kabupaten/Kota di DIY (E-Parlemen DPRD Daerah Istimewa 

Yogyakarta, 2023). Pemeliharaan yang tetap terjaga ini memberikan peranan 

penting dengan nilai-nilai yang membentuk DIY sehingga dinobatkan sebagai Kota 

Pelajar dan Kota Wisata (Afrianto, 2020). Peranan dari Keraton Ngayogyakarta dan 

Kadipaten Pakualaman melahirkan banyak pusat pendidikan dan pembinaan seni 

dan budaya yang hingga saat ini masih beroperasi (Afrianto, 2020).  

Selain itu DIY menjadi daerah yang bersifat istimewa, yang mana diatur 

dalam UU RI No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta yaitu adanya Kerajaan Mataram Islam yang masih berjaya sampai saat 

ini (Presiden Republik Indonesia, 2012). Menurut undang-undang tersebut 

menjelaskan bahwa DIY memiliki kewenangan istimewa yaitu kepemimpinan 

secara tradisional yang merupakan warisan budaya bangsa yang disebut kesultanan 

dan kadipaten. Hak keistimewaan ini dipertimbangkan karena Kasultanan 

Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman berperan dan memberikan 



2 

 

sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Presiden Republik Indonesia, 2012). 

Ciri khas dan keunikan dari peninggalan nilai-nilai yang masih terjaga ini 

dimanfaatkan sebagai objek wisata yang sangat populer di kalangan wisatawan baik 

domestik maupun mancanegara dan ini menjadi sektor utama dalam perekonomian 

masyarakat DIY (Afrianto, 2020). Hal ini didukung dengan data jumlah kunjungan 

wisatawan di DIY tertinggi sepanjang 2018-2022 yaitu sebanyak 28,3 juta orang, 

di tahun 2019 dan di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan akibat pasca Covid-

19 dengan jumlah 19,3 juta orang berdasarkan data statistik kepariwisataan (Dinas 

Pariwisata DIY, 2022). Selain itu, karena banyak pusat pendidikan yang dibangun 

yang menarik para pelajar dari berbagai daerah (Ciputra, 2022). Penulis 

berargumen bahwa banyaknya kehadiran para pelajar serta wisatawan menjadikan 

sektor pariwisata serta pendidikan menjadi sektor utama perekoniman masyarakat. 

Peninggalan bersejarah yang bersifat kebendaan dapat dikatakan sebagai 

Aset Heritage (AH) yang biasanya dikelola oleh instansi guna pelestarian dan 

mendapat dukungan dana dari pemerintah daerah atau pusat, aset inilah yang 

menjadi ciri khas aset sektor publik (Widodo, Hanun, and Wulandari 2020a; 

International Public Sector Accounting Standards  Board 2017; Redmayne, 

Laswad, and Ehalaiye 2023). Di Indonesia, warisan budaya yang dilindungi diatur 

dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang menjelaskan 

bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud 

pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan 

pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Presiden Republik Indonesia, 2010). 
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Pendanaan AH sebagian besar merupakan pendapatan dari pajak, yang 

mana merupakan partisipasi dari masyarakat terhadap negara (Widodo et al., 2020). 

Pendanaan AH yang ada di DIY diperoleh dari alokasi Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) dan Dana Keistimewaan (Danais) (Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan, 2022). Berdasarkan data Menkeu, Alokasi Danais yang 

diberikan dari APBN setiap tahunnya rata-rata mengalami kenaikan sebesar 

23,21% dari tahun 2013-2022 dan realisasi belanja Danais rata-rata juga mengalami 

kenaikan sebesar 20,75% (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017). Peneliti 

berargumen bahwa adanya komitmen yang kuat dan dorongan oleh instansi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Sedangkan, dilihat dari besaran 

Danais pada tahun 2022 yang paling tinggi dialokasikan untuk urusan kebudayaan 

sebesar 69,3%, bahkan melebihi dari setengah dana yang diterima (Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Penulis berargumen bahwa pemerintah 

pusat serius dalam menanggapi perkembangan pelestarian serta menjaga WB yang 

dapat berdampak bagi sektor pariwisata daerah. 

Penelitian ini mengusulkan bahwa AH harus dilaporkan dalam laporan 

keuangan sebagai pertanggungjawaban serta media komunikasi kepada pemangku 

kepentingan untuk pengambilan keputusan (Biondi et al., 2021; Redmayne et al., 

2023; Widodo et al., 2020). Keputusan ini menjadi penting sebagai penentu 

keberlanjutan jangka panjang dari AH atas laporan keuangan yang diterima 

(Bottero et al., 2020; De Wolf et al., 2021; Redmayne et al., 2023). Tentunya 

laporan tersebut harus sesuai dengan standar dengan kualitas laporan keuangan 

yang harapannya membantu mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya 

(Bullivant, 2018; Schmidthuber et al., 2022; Widodo et al., 2020). Namun, saat ini 
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masih banyak perdebatan dalam penerapan standar akuntansi sektor publik dalam 

pelaporan AH (Aversano et al., 2019; Biondi et al., 2021; Redmayne et al., 2023). 

Pada tahun 2017 International Public Sector Accounting Standards Board 

(IPSASB) mengeluarkan Consultation Paper (CP) sebagai bahan diskusi dan 

dilanjut dengan analisis Comment Letter (CL) tanggapan tertulis dari para 

pemangku kepentingan terhadap CP, yang mana memperdebatkan pelaporan AH di 

dalam neraca sebagai aset atau kewajiban atau cukup dengan Catatan atas Laporan 

Keuangan  (CALK) (Redmayne, Laswad, and Ehalaiye 2023; Biondi, Grandis, and 

Mattei 2021; De Wolf, Christiaens, and Aversano 2021). Penerapan standar 

akuntansi yang berkembang untuk AH secara internasional termuat dalam IPSAS 

17 (Property, Plant, and Equipment) tidak mensyaratkan pengakuan AH sebagai 

aset tetap (Aversano et al., 2019; International Federation of Accountants (IFAC), 

2020). Penelitian sebelumnya menyebutkan terdapat hambatan dalam penerapan 

IPSAS 17 seperti penerapan berbasis akrual sehingga dalam praktiknya 

membuktikan keberagaman dan inkonsistensi pendekatan dan sebagai contoh 

museum di Selandia Baru cenderung enggan menilai AH sehingga tidak diakui 

sebagai aset akibat asumsi umur benda yang tidak dapat ditentukan (Redmayne et 

al., 2023). Pada survei yang dilakukan oleh Aversano et al. (2020) mayoritas 

pemerintah (sebesar 46%, sisanya setuju dan sebagian setuju) tidak setuju dengan 

pernyataan mengenai pengakuan aset warisan secara nominal biaya satu unit mata 

uang, pernyataan tersebut berasal dari negara-negara Eropa dan Australia. Hal ini 

bertentangan dengan prinsip akuntansi secara nasional di beberapa negara tersebut, 

sebagai contoh di Italia yang memegang bahwa setiap informasi yang ada dalam 

laporan keuangan pemerintah harus merepresentasikan dengan hormat dan 
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komitmennya, karena dengan pengakuan sebesar 0 atau 1 nilai mata uang sama 

dengan tidak memberikan nilai apapun pada AH yang penuh dengan nilai 

(Aversano et al., 2020).  

Selain itu dalam penelitian Ferri, Sidaway, and Carnegie (2021) 

menjelaskan pada fase evolusi kedua dalam penerapan standar akuntansi AH 

mengalami perdebatan juga dalam penilaian, Museum Queensland di Australia 

mengungkapkan bahwa koleksi benda museum tertentu seharusnya diberikan 

toleransi pengecualian karena benda yang sensitif secara budaya, rahasia, dan sakral 

tidak perlu dilakukan penilaian secara moneter (Ferri et al., 2021). Menurut 

Bullivant (2018) menjelaskan bahwa lingkungan global saat ini memandang WB 

sebagai fokus investasi. Bank Dunia mengatakan bahwa investasi pada WB menjadi 

bagian dari pertumbuhan hijau yang inklusif serta pembangunan berkelanjutan 

dengan memaksimalkan penggunaan kembali aset-aset tesebut (Bullivant, 2018). 

Penulis berargumen bahwa inilah yang menjadi salah satu alasan dari perdebatan 

bagi pada penelitian sebelumnya untuk melaporkan AH dalam laporan keuangan 

(De Wolf, Christiaens, and Aversano 2021). 

Di Indonesia penerapan standar akuntansi AH yaitu PSAP 07 dalam 

praktiknya dianggap kurang optimal karena secara fisik aset tampak ada, namun 

tidak tercatat dalam daftar aset (Syah et al. 2022). Standar akuntansi PSAP 07 yang 

telah dikembangkan ini mengacu pada IPSAS secara penuh dan memperhatikan 

landasan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana dalam aset heritage ini 

mengacu pada UU RI No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Presiden Republik 

Indonesia, 2010). Sebagai contoh pada Balai Pemuda Surabaya yang termasuk 

dalam CB juga secara keseluruhan belum menerapkan PSAP 07 dikarenakan, 
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keterbatasan pemahaman entitas atas standar AH sehingga tidak ada pengungkapan 

bangunan tersebut sebagai aset yang dimaksud (Ningtyas 2021). Ditambah 

pemerintah mengakui beban sebagai pengeluaran atas AH guna untuk pemeliharaan 

dan pengelolaan aset tersebut (Redmayne, Laswad, and Ehalaiye 2023). Kejelasan 

standarisasi AH masih harus dikaji lebih lanjut dan perbaikan dapat dilakukan 

sehingga transparansi dan keterbandingan laporan keuangan pemerintah menjadi 

perhatian penuh bagi pemangku kepentingan (Biondi and Lapsley 2014). Penulis 

berargumen dengan ketersediaan informasi akuntansi yang objektif dan tepat dapat 

menunjang untuk pengambilan keputusan.  

Dari gap riset yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini menjadi penting 

untuk dikaji karena AH menjadi bagian tanggung jawab pemerintah dalam 

pengelolaan yang menggunakan dana dari masyarakat melalui pajak. Sebagai 

bentuk pengawasan, pelaporan keuangan menjadi sorotan sebagai bentuk 

transparansi dan akuntabilitas yang berpengaruh pada tingkat kepercayaan 

masyarakat(Pasoloran & Rahman, 2001). Hal ini sesuai dengan teori stewardship 

mengatakan bahwa sebagai pihak steward yang melayani dengan sikap rasa 

memiliki yang bertanggung jawab kepada principal dan memiliki  tujuan yang sama 

dengan kepentingan principal (Pasoloran & Rahman, 2001). Lebih lanjut, peneliti 

berargumen AH bergantung pada pengelolaan dari pemerintah sehingga 

keberlanjutan sesuai dengan pola pengelolaan dan pelaporan AH. Penelitian ini 

berkontribusi untuk menyatakan bagaimana keefektifan standar akuntansi AH di 

Indonesia sebagai pedoman dalam penerapan pengukuran, pengelolaan, dan 

pelaporan AH dalam laporan keuangan pemerintah pada praktiknya. Penelitian 

sebelumnya mengkaji praktik akuntansi untuk AH di Selandia Baru dengan melihat 



7 

 

pengakuan serta pelaporan AH dalam laporan keuangan museum (Redmayne, 

Laswad, and Ehalaiye 2023). Penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya, 

namun terdapat perbedaan pada ciri khas AH yang dimiliki DIY yang didominasi 

budaya pada masa Kerajaan Mataram hingga Kolonial Penjajahan. Berdasarkan 

penjelasan diatas maka, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

“Menjaga Aset Heritage Di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui 

Akuntabilitas Laporan Keuangan: Perbandingan Praktik Akuntansi dengan 

Standar PSAP 07”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini menganalisis: 

1. Bagaimana pengelolaan AH oleh instansi yang mengurusi AH di DIY? 

2. Bagaimana praktik pelaporan AH oleh entitas pelapor berdasarkan PSAP 

07? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menjelaskan pengelolaan AH di DIY. 

2. Untuk menjelaskan praktik pelaporan AH di DIY. 

1.4 Kontribusi Penelitian 

Pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada setiap instansi yang 

mengelola AH untuk meningkatkan kualitas pelaporan aset tersebut secara 

transparan dan akuntabilitas. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai 

penerapan PSAP 07 yang mengatur AH dalam pengakuan, penilaian, pengukuran, 

pelaporan dan pengelolaan AH, sehingga memberikan wawasan dan pandangan 
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baru. Bagaimana standar akuntansi yang berlaku sudah efektif diterapkan dapat 

memberikan informasi yang berkualitas bagi pemangku kepentingan atau belum 

dalam praktiknya. Hal ini juga dapat menjadi pedoman dan usulan bagi pembuat 

kebijakan akuntansi dalam pengkajian lebih lanjut standar untuk AH, seperti 

definisi AH, pengakuan nilai aset, kriteria pengukuran, dan pengungkapan. Selain 

itu, penelitian ini menambah literatur mengenai praktik akuntansi AH di Indonesia 

atau terkhusus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga penelitian ini dapat 

dikembangkan dengan gabungan ilmu kesejarahan dengan ilmu akuntansi dan 

pembahasan yang mendalam mengenai pengelolaan AH. 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini hanya melakukan analisis pada praktik pengukuran, pengelolaan, dan 

pelaporan AH dalam laporan keuangan Pemerintah DIY serta melihat keefektifan 

standar akuntansi yang berlaku dengan membandingkan. Dalam hal ini AH yang 

mana merupakan WB atau CB yang bersifat kebendaan pada masa Mataram hingga 

Kolonial Penjajah yang menjadi fokus objek penelitian. AH yang dipilih yang 

merupakan aset yang digunakan untuk objek pariwisata DIY seperti tempat 

rekreasi, study tour, pertunjukan seni hingga tempat kuliner. Penulis berargumen 

bahwa pemerintah yang mengoptimalan AH sebagai objek wisata dapat 

meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata tersebut. Penelitian ini juga 

menyoroti Danais yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah DIY 

guna dialokasikan untuk urusan kebudayaan. Selain itu, penulis juga menyajikan 

data, yang mana terdapat instansi pusat juga turut melestarikan dan mengelola AH 

yang berlokasi di DIY. 

  



67 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada penelitian ini mengkaji bagaimana pengelolaan dan pelaporan AH oleh 

instansi yang memiliki dan mengelola AH di DIY. Temuan ini 

menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih menunjukkan keberagaman 

dan inkonsistensi dalam penerapan standar PSAP 07, hal ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya (Ningtyas, 2021; Redmayne et al., 2023). Peneliti 

menyimpulkan bahwa terdapat kesulitan dalam penerapan akuntansi AH 

pada penilaian dan pengukuran, yang mana dalam penentuan nilai sebagai 

aset serta penentuan nilai moneter atau angka dibalik aset tersebut (Biondi 

et al., 2021). Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya dengan 

berfokus pada pengungkapan kualitatif penting dilakukan dalam pelaporan 

sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas sesuai dengan sudut pandang 

teori stewardship (Davis et al., 1997; Redmayne et al., 2023). 

 Temuan pada penelitian ini yaitu pada umumnya sudah dilakukan 

pengelolaan dengan baik untuk pelestarian dan keberlanjutan AH. Dengan 

bentuk birokrasi yang bertingkat untuk pemisahan tugas sehingga 

mengurangi risiko dan pengawasan secara langsung pada AH. Selain itu 

bentuk mekanisme penetapan sebagai landasan hukum dalam pengakuan 

dan perlindungan juga telah ditetapkan. Temuan lainnya pada pelaporan AH 

di DIY masih belum sepenuhnya menerapkan PSAP 07 dan terdapat 
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ketidaksesuaian serta inkonsistensi. Penulis berargumen bahwa adanya 

kemungkinan pada pihak steward atau pihak pengelola yang terkendala 

dalam penilaian dan pengkuran yang tepat pada AH. Kemungkinan yang 

kedua bahwa standar yang sudah berlaku belum menjelaskan terkait 

penilaian,  pengukuran dan definisi AH yang jelas. Kemungkinan yang 

ketiga yaitu pada pihak regulator yang menyusun standar dapat mengkaji 

lebih lanjut PSAP 07 atas kendala dalam penerapan pelaporan AH. Hal ini 

dapat menjadi saran penelitian selanjutnya untuk melakukan wawancara dan 

mengumpulkan data laporan keuangan pada tingkat Pemerintah Daerah dan 

regulator standar akuntansi pemerintah. 

5.2 Rekomendasi 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan dalam proses 

penyelesaian penelitian.  

1. Pertama, penulis berhasil melakukan wawancara dengan instansi yang 

mengurusi aset heritage yaitu dari pihak BPK Wil. X, Dinas 

Kebudayaan, DPAD, Museum Sonobudoyo, TBY, Museum Benteng 

Vredeburg. Selama proses wawancara, kebanyakan narasumber 

merekomendasikan untuk mendatangi BPKAD yang menjadi badan 

yang mengurusi aset daerah sebagai entitas akhir dalam pelaporan. Pada 

praktiknya, dalam satu instansi terdapat beberapa seksi yang mengurusi 

WB dan CB tersendiri, atau seksi koleksi dan seksi laporan BMN 

tersendiri. Sehingga dalam proses wawancara, informasi yang 

diperoleh tidak hanya berasal dari satu pihak dan tentunya wawancara 

dengan pihak pengelola keuangan atau akuntansinya untuk melihat dari 
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sisi akuntansi suatu instansi. Selain itu, disarankan untuk penelitian 

selanjutnya dapat mengambil data dari Keraton Yogyakarta serta 

Kadipaten Pakualaman yang menjadi informasi tambahan yang 

memiliki keistimewaan tersendiri di DIY.  

2. Kedua, penelitian ini tidak memiliki cukup informasi laporan keuangan 

secara lengkap dan utuh, hal ini dalam proses pengumpulan laporan 

keuangan terdapat regulasi lain dalam permohonan data laporan 

keuangan. Hal ini membutuhkan waktu yang panjang dalam 

pengumpulan, serta data yang diterima tidak sesuai dengan jumlah 

tahun yang diharapkan. Akibatnya, penulis tidak dapat memperoleh 

data yang lengkap untuk memvalidasi dari hasil wawancara. 

3. Keempat, penelitian ini dapat dikembangkan dengan melihat dari sudut 

pandang bisnis yaitu dengan topik economic heritage. Topik ini dapat 

mengambil sampel pada PT TWC yang menjadi perusahaan yang 

bertanggung jawab untuk management destination. 
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